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PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 36 TAHUN 2009 
TENTANG 

PENETAPAN PEMBIDANGAN ILMU DAN GELAR AKADEMIK 
DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI AGAMA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a.  bahwa dengan adanya perkembangan lembaga dalam 
Perguruan Tinggi Agama di Lingkungan Departemen 
Agama, maka perlu pengintegrasian bidang-bidang 
keilmuan yang diselenggarakan pada Perguruan Tinggi 
Agama; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama 
tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik 
di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4301); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4586); 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang 
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3859); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang 
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4769); 

6. Peraturan Presiden Nomor 20  Tahun 2008 tentang 
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 
Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan 
Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik 
Indonesia; 

7. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 
Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I 
Kementerian Negara Republik Indonesia; 

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG 
PENETAPAN PEMBIDANGAN ILMU DAN GELAR 
AKADEMIK DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI 
AGAMA. 

KESATU : Menetapkan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di 
lingkungan Perguruan Tinggi Agama sebagaimana tercantum 
dalam lampiran I, II, III dan IV Peraturan ini. 

KEDUA : Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di lingkungan 
Perguruan Tinggi Agama bersifat akomodatif terhadap 
perkembangan ilmu. 
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KETIGA : Pembinaan, pengembangan dan pengawasan tentang 
pembidangan ilmu dan gelar akademik sebagaimana dimaksud 
pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, dilaksanakan 
oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Direktur Jenderal 
Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktur Jenderal Bimbingan 
Masyarakat Hindu, atau Direktur Jenderal Bimbingan 
Masyarakat Buddha sesuai dengan tugas dan tanggung 
jawabnya masing-masing. 

KEEMPAT : Pengembangan pembidangan ilmu dan gelar akademik 
sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU, Diktum 
KEDUA dan Diktum KETIGA yang sudah diatur oleh Menteri 
Pendidikan Nasional mengacu pada Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional. 

KELIMA : Penetapan Program Studi Bidang Agama dan Program Studi 
Lintas Disiplin yang terkait dengan Bidang Agama menjadi 
kewenangan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Direktur 
Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktur Jenderal 
Bimbingan Masyarakat Hindu, atau Direktur Jenderal 
Bimbingan Masyarakat Buddha sesuai dengan tugas dan 
tanggung jawabnya masing-masing. 

KEENAM : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini 
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 19 November 2009 
MENTERI AGAMA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
SURYADHARMA ALI 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 19 November 2009 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
PATRIALIS AKBAR 
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